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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022
yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022,

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara
dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para
pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 yang
meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Prioritas belanja daerah, Plafon
Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana
pembiayaan daerah, serta termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN
pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan pendanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika
pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 disusun
dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2022.
Medan, 4 Nopember 2021
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 menjelaskan bahwa Kepala Daerah
menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD
yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Rancangan PPAS disusun
dengan tahapan; a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b)
menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
Rencana Kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan c) menyusun capaian kinerja,
sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan
kegiatan.

Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan salah satu syarat utama dalam
tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang telah disusun
dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan
kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang
dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
Sumatera Utara dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dokumen PPAS Provinsi Sumatera Utara berisikan rancangan program

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
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Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan

serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang

didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan
pemerintahan, perangkat daerah serta berdasarkan klasifikasi belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 menggunakan pendekatan money follow program priority, dan
program priority follow outcome dengan kriteria :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran dan
target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022;

2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga
langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;

3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

4, Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk
melaksanakannya;

5.  Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu

tahun.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
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1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Provinsi/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
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BAB I
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah
sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak
daerah dalam satu (1) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua
transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Selanjutnya target-target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah

dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
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Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2022

KODE PENDAPATAN DAN PENERIMAAN TARGET TAHUN 2022
REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.961.411.100.735,00
1)1 Pendapatan Pajak Daerah 6.370.172.830.502,00
1|2 Retribusi Daerah 68.415.527.040,00
113 H?s.ll Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 354.759.991.476,00

Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 168.062.751.717,00
2 PENDAPATAN TRANSFER 5.093.345.250.400,00
211 Transfer Pemerintah Pusat 5.093.345.250.400,00
20 1] 1 Dana Perimbangan 5.077.512.782.400,00
21| 1 |01|Dana T Transfer Umum 2.954.753.376.400,00
2|1]| 1 |02|Dana Transfer Khusus 2.122.759.406.000,00
211 2 Dana Insentif Daerah (DID) 15.832.468.000,00
2| 1| 2 |01 |Dana Insentif Daerah (DID) 15.832.468.000,00
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 99.268.000.000,00
3|1 Pendapatan Hibah 74.268.000.000,00
3|1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 25.000.000.000,00

Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 12.154.024.351.135,00

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 400.000.000.000,00
111 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 400.000.000.000,00

Sebelumnya

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

400.000.000.000,00

JUMLAH DANA TERSEDIA

12.554.024.351.135,00
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BAB Il
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan prioritas dilakukan

dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni:

1. Kondisi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti
Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan
kerja;

2. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;

3. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program
unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi perannya (leading indicators)
bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan
demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan
program unggulan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang
didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis dan juga dilakukan

melalui pendekatan bawah-atas (bottom-up) serta atas bawah (top-down).

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 yang difokuskan
pada “Sumber Daya Manusia Unggul, Peningkaan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah dalam Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan
Masyarakat” guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang
lebih berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian belanja diarahkan

untuk peningkatan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial
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melalui penguatan ekonomi masyarakat dan komoditi unggulan yang berpotensi,
antara lain di sektor perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian, yang didukung
dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik, terutama jalan, irigasi, serta
permukiman (drainase, air minum, sanitasi) terutama di kawasan perkotaan.
Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan melalui
pemberdayaan dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah pada skala regional
dan nasional. Hal ini ditopang oleh kekuatan pemerintah daerah dalam pembangunan
yang dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur, kemampuan keuangan
daerah, pengelolaan keuangan yang berpihak kepada masyarakat dengan prinsip

efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan memperhatikan proyeksi capaian prioritas pembangunan, maka

prioritas pembangunan pada tahun 2022 dapat dilihat pada matriks berikut :
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Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Tahun 2022

Tabel 3.1.

No

Prioritas Pembangunan

Fokus RKPD Tahun 2022

Program Prioritas 2022

Perangkat Daerah

Peningkatan dan Pemenuhan
Akses Pendidikan

Peningkatan Akses dan Kualitas
Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan

Program Pembinaan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan Dan Arsip

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Dinas Pemuda dan Olahraga

2 | Peningkatan Derajat Peningkatan Derajat Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan, RS. Jiwa, RS. Haji
Kesehatan Masyarakat Masyarakat Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Kesehatan
Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Dinas Kesehatan
Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, RS. Jiwa, RS. Haji
Makanan Minuman
3 | Peningkatan Kesempatan Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kerja Dan Berusaha Melalui
Penyediaan Lapangan
Pekerjaan

Dan Berusaha Melalui Penyediaan
Lapangan Pekerjaan

Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pengembangan UMKM

Dinas KUMKM

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Ekspor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan lklim Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan
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4 | Peningkatan Daya Saing
Melalui Sektor Agraris

Peningkatan Daya Saing Melalui
Sektor Agraris

Program Peningkatan Penyediaan dan
Pengembangan Sarana Pertanian

Dinas Pertanian

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang

Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

5 | Peningkatan Daya Saing
Melalui Sektor Pariwisata

Peningkatan Daya Saing Melalui
Sektor Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar
Budaya

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Program Penataan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program Penyelenggaraan Jalan

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan
Utilitas Umum (PSU)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

6 | Peningkatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Peningkatan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Inspektorat

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi

Inspektorat

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penataan Organisasi

Biro Organisasi

Program Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
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7 | Peningkatan Sosial
Kemasyarakatan Dan
Olahraga

Peningkatan Pelayanan Sosial
Kemasyarakatan Serta
Peningkatan Prestasi Olahraga

Program Sarana Dan Prasarana Spiritual

Biro Bina Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat

Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana Dinas Sosial

Program penguatan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan ekonomi sosial dan budaya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program peningkatan keamanan dan ketertiban
umum

Satpol PP

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Dinas Pemuda Dan Olaharaga

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

Dinas Pemuda Dan Olaharaga

8 | Pembangunan Infrastruktur
Yang Baik & Berwawasan
Lingkungan

Pembangunan Infrastruktur Yang
Baik & Berwawasan Lingkungan

Program Pengembangan Perumahan

Dinas Perumahan adan Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan adan Kawasan Permukiman

Program Penyelenggaraan Jalan

Dinas Bina Marga adan Bina Konstruksi

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
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BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan
mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun
sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan
sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara
pada Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan
Pemerintahan Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara diatur
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan
non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan

pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.1.
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Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

Kode

Urusan Pemerintahan
Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja Transfer

Jumlah Belanja

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

79.515.524.000

4.904.009.194.904

1.231.570.491.868

o

6.135.579.686.772

01

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENDIDIKAN

10.000.000

3.456.655.833.639

304.856.124.666

(=)

3.761.511.958.305

01

1.01.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Pendidikan

10.000.000

3.456.655.833.639

304.856.124.666

o

3.761.511.958.305

02

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN

78.815.524.000

690.851.534.051

86.964.807.250

(=)

777.816.341.301

02

1.02.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kesehatan

78.815.524.000

690.851.534.051

86.964.807.250

o

777.816.341.301

03

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG

600.000.000

527.873.318.794

836.583.074.372

o

1.364.456.393.166

03

1.03.0.00.0.00.01.0000

Dinas Bina
Marga dan Bina
Konstruksi

600.000.000

307.151.999.566

641.268.173.600

o

948.420.173.166

03

1.03.2.10.0.00.02.0000

Dinas Sumber
Daya Air, Cipta
Karya dan tata
Ruang

o

220.721.319.228

195.314.900.772

o

416.036.220.000

04

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

90.000.000

56.690.507.800

379.556.200

o

57.070.064.000

04

1.04.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

90.000.000

56.690.507.800

379.556.200

57.070.064.000

05

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

58.455.566.084

1.481.199.916

o

59.936.766.000

05

1.05.0.00.0.00.01.0000

Satuan Polisi
Pamong Praja

o

30.832.653.584

1.009.720.416

o

31.842.374.000

05

1.05.0.00.0.00.02.0000

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

o

27.622.912.500

471.479.500

28.094.392.000

06

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

(=)

113.482.434.536

1.305.729.464

(=]

114.788.164.000

06

1.06.0.00.0.00.01.0000

Dinas Sosial

113.482.434.536

1.305.729.464

o

114.788.164.000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

3.765.860.000

537.993.642.440

152.009.743.398

o

690.003.385.838

07

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA
KERJA

1.510.000.000

49.416.186.900

58.300.450

o

49.474.487.350

07

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Tenaga
Kerja

1.510.000.000

49.416.186.900

58.300.450

o

49.474.487.350
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Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

Kode

Urusan Pemerintahan
Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja Transfer

Jumlah Belanja

08

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

13.282.573.000

53.826.000

13.336.399.000

08

2.08.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

13.282.573.000

53.826.000

13.336.399.000

09

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN

47.348.412.986

860.736.800

48.209.149.786

09

2.09.3.27.0.00.01.0000

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Peternakan

47.348.412.986

860.736.800

48.209.149.786

10

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN

10

1.03.2.10.0.00.02.0000

Dinas Sumber
Daya Air, Cipta
Karya dan tata
Ruang

1

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
LINGKUNGAN
HIDUP

1.800.000.000

34.839.095.472

598.177.528

35.437.273.000

1

2.11.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Lingkungan
Hidup

1.800.000.000

34.839.095.472

598.177.528

35.437.273.000

12

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

10.671.335.605

105.995.663

10.777.331.268

12

2.12.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

10.671.335.605

105.995.663

10.777.331.268

13

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA

34.061.746.000

481.450.000

34.543.196.000

13

2.13.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

34.061.746.000

481.450.000

34.543.196.000

14

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

10.482.937.708

352.257.292

10.835.195.000

14

2.14.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Pengendalian
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Daerah

10.482.937.708

352.257.292

10.835.195.000
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Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

Kode

Urusan Pemerintahan

Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja Transfer

Jumlah Belanja

15

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERHUBUNGAN

300.000.000

41.805.625.080

13.947.240.312

55.752.865.392

15

2.15.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Perhubungan

300.000.000

41.805.625.080

13.947.240.312

55.752.865.392

16

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

33.924.649.800

46.700.000

33.971.349.800

16

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

33.924.649.800

46.700.000

33.971.349.800

17

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN
MENENGAH

61.086.189.500

917.839.500

62.004.029.000

17

2.17.0.00.0.00.01.0000

Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil
Menengah

61.086.189.500

917.839.500

62.004.029.000

18

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN
MODAL

24.043.271.306

349.244.694

24.392.516.000

18

2.18.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Satu
Pintu

24.043.271.306

349.244.694

24.392.516.000

19

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

145.860.000

100.615.845.500

126.994.732.500

227.610.578.000

19

2.19.0.00.0.00.01.0000

Dinas Pemuda
dan Olahraga

145.860.000

100.615.845.500

126.994.732.500

227.610.578.000

20

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

230.450.000

230.450.000

20

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

230.450.000

230.450.000

21

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERSANDIAN

491.495.200

491.495.200

2

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

491.495.200

491.495.200

22

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEBUDAYAAN

10.000.000

54.524.530.141

5.512.894.901

60.037.425.042

22

2.22.0.00.0.00.1.00

Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

22

2.22.3.26.0.00.01.0000

Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

10.000.000

54.524.530.141

5.512.894.901

60.037.425.042

23

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN

20.802.983.242

1.730.347.758

22.533.331.000
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Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

Kode

Urusan Pemerintahan

Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja Transfer

Jumlah Belanja

23

2.23.2.24.0.00.01.0000

Dinas
Perpustakaan
dan Arsip

20.802.983.242

1.730.347.758

22.533.331.000

24

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEARSIPAN

366.315.000

366.315.000

24

2.23.2.24.0.00.01.0000

Dinas
Perpustakaan
dan Arsip

366.315.000

366.315.000

URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN

7.936.683.040

490.864.117.323

34.443.355.039

525.307.472.362

25

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

4.107.000.000

49.118.123.239

7.340.432.761

56.458.556.000

25

3.25.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kelautan
dan Perikanan

4.107.000.000

49.118.123.239

7.340.432.761

56.458.556.000

26

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PARIWISATA

15.934.514.958

2.142.720.000

18.077.234.958

26

2.22.0.00.0.00.1.00

Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

26

2.22.3.26.0.00.01.0000

Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

15.934.514.958

2.142.720.000

18.077.234.958

27

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANIAN

2.692.683.040

221.737.567.080

18.742.082.134

240.479.649.214

27

2.09.3.27.0.00.01.0000

Dinas Ketahanan
Pangan dan
Peternakan

39.166.759.463

6.139.736.751

45.306.496.214

27

3.27.0.00.0.00.01.0000

Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

1.692.683.040

147.151.335.431

11.310.433.569

158.461.769.000

27

3.27.0.00.0.00.02.0000

Dinas
Perkebunan

1.000.000.000

35.419.472.186

1.291.911.814

36.711.384.000

28

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KEHUTANAN

267.000.000

125.278.602.362

5.262.839.178

130.541.441.540

28

3.28.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kehutanan

267.000.000

125.278.602.362

5.262.839.178

130.541.441.540

29

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG ENERGI
DAN SUMBER
DAYA MINERAL

220.000.000

40.173.637.444

573.637.556

40.747.275.000

29

3.29.0.00.0.00.01.0000

Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral

220.000.000

40.173.637.444

573.637.556

40.747.275.000

30

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN

4.920.089.620

254.634.210

5.174.723.830

30

3.31.3.30.0.00.01.0000

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

4.920.089.620

254.634.210

5.174.723.830

31

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERINDUSTRIAN

650.000.000

33.543.362.970

127.009.200

33.670.372.170
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Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2022

Kode

Urusan Pemerintahan
Daerah

Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak
Terduga

Belanja Transfer

Jumlah Belanja

31

3.31.3.30.0.00.01.0000

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

650.000.000

33.543.362.970

127.009.200

33.670.372.170

32

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
TRANSMIGRASI

158.219.650

158.219.650

32

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Tenaga
Kerja

158.219.650

158.219.650

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN

1.450.000.000

1.038.124.173.405

28.861.391.595

1.066.985.565.000

01

SEKRETARIAT
DAERAH

1.450.000.000

634.375.855.655

25.628.402.345

660.004.258.000

0

4.01.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat
Daerah

1.450.000.000

634.375.855.655

25.628.402.345

660.004.258.000

02

SEKRETARIAT
DPRD

(=)

403.748.317.750

3.232.989.250

406.981.307.000

02

4.02.0.00.0.00.01.0000

Sekretariat
DPRD

403.748.317.750

3.232.989.250

406.981.307.000

UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN

12.061.356.284.095

635.921.627.780

52.597.980.357

100.000.000.000

3.084.009.792.626

3.872.529.400.763

01

PERENCANAAN

35.104.950.443

4